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RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 3
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

I. KETENTUAN UMUM
1. Hari : Senin
2. Tanggal : 11 Februari 2019
3. Waktu : 14.31 s/d 16.03 WIB
4. Tempat : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam
5. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
6. Sifat Rapat : Terbuka
7.Agenda / Materi Rapat : 1. Pendapat Walikota Batam terhadap

Ranperda Penataan dan Pelestarian
Kampung Tua.

2. Pandangan Umum Fraksi terhadap
Ranperada Bea Gerbang atas Jasa
Pengelolaan Sampah.

8. Pimpinan Rapat : Ketua DPRD Kota Batam
(Nuryanto, S.H.,M.H)

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat : 1. Kabag Legislasi dan Persidangan (Imam Muslem)
2. Kasubbag Perundang-undangan (Joko Satrio S, SH .)
3. Kasubbag Persidangan (Agus Edy Susanto,SH)
4. Kasubbag Risalah (Sjarifah Maryam, S. Sos)
5. Staf Legislasi & Persidangan (Andi Arman,SH)

9. Hadir : 33 orang, Izin : 17 orang

9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
1. Tumbur M. Sihaloho, S.E. (Hadir)
2. Ganda Tiur. M. Simorangkir, S.H. (Hadir)
3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M. (Hadir)
4. Dandis Rajagukguk, S.T. (Izin)
5. Udin P. Sihaloho, S.H. (Hadir)
6. Sugito (Hadir)
7. Nuryanto, S.H., M.H. (Hadir)
8. Bommen Hutagalung (Hadir)
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9.2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
1. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H. (Hadir)
2. Hendra Asman, S.H., M.H. (Hadir)
3. Muhammad Yunus Muda, S.E. (Izin)
4. H. Zainal Abidin, S.E.,M.M (Hadir)
5. Drs. Ides Madri, M.M. (Hadir)
6. H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. (Hadir)
7. Ruslan Pasolle (Hadir)

9.3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
1. Harmidi Umar Husen (Izin)
2. Capt. Luther Jansen, M. Mar.,M.M. (Hadir) (Hadir)
3. Ir. Mulia Rindo Purba, M.Si. (Izin)
4. Iman Sutiawan, S.E., M.M. (Hadir)
5. Nyanyang Haris Pratamura, S.E. (Hadir)
6. Werton Panggabean, S.H., M.H. (Hadir)

9.4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
1. Mesrawati Tampubolon, S.E., M.H. (Izin)
2. Helmy Hemilton, S.H., M.H. (Izin)
3. H. Sumali, S.E. (Hadir)
4. Muhamad Yunus, S.Pi. (Hadir)
5. H. Teuku Hamzah Husen, S.E.,M.M (Hadir)

9.5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
1. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Hadir)
2. H. Firman Ucok Tambusai, S.E., M.Si. (Izin)
3. Edward Brando, S.H. (Hadir)
4. Nono Hadi Siswanto (Hadir)
5. Yudi Kurnain, S.H. (Izin)

9.6. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
1. Suardi Tahirek, S.E. (Hadir)
2. Sallon Simatupang, S.E. (Izin)
3. Lik Khai (Hadir)
4. Amintas Tambunan (Hadir)

(

9.7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
1. Mukriyadi, S.Sos. (Izin)
2. Sukaryo, S.E., M.M. (Izin)
3. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
4. Ir. H. Riky Indrakari (Hadir)



Risalah Rapat Paripurna ke- 3 MP II TS 2019 Halaman 3

9.8. FRAKSI HATI NURANI BANGSA
1. Bustamin, S.E.,M.M (Izin)
2. H. Muhammad Musofa, S.E. (Hadir)
3. Aman, S.Pd., M.M (Hadir)
4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M (Hadir) (Hadir)
5. H. Fauzan (Izin)
6. Uba Ingan Sigalingging, S.Sn. (Izin)
7. Bobi Alexander Siregar (Hadir)

9.9. FRAKSI PERSATUAN KEADILAN
1. H. Erizal T, S.E., M.M. (Hadir)
2. Eki Kurniawan, S.Kom. (Izin)
3. Jurado Siburian, S.H. (Izin)
4. dr. Idawati Nursanti, M.M (Izin)

II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA

 Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :

a. Kehadiran Anggota DPRD;

b. Agenda Rapat Paripurna :dan

c. Pimpinan Rapat Paripurna.

 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

 Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD,

Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir

berjumlah 26 orang, yang belum hadir 24 orang, dengan demikian Rapat

Paripurna telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan.

 Rapat Paripurna dibuka tepat pukul 14.31 WIB yang ditandai dengan ketukan

palu sebanyak 3 kali, selanjutnya menyampaikan salam dan ucapan terima

kasih atas kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD, Wakil Walikota Batam,

Kepala BP Batam atau yang mewakili, FKPD, Dinas/Instansi Vertikal, Ketua

Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Pimpinan Organisasi, Pers, dan undangan

lainnya, kemudian Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan pidato singkat

tentang agenda pertama antara lain :

 Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua merupakan usul inisiatif

DPRD yang telah disampaikan oleh Pengusul dalam Rapat Paripurna ke-2

Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 tanggal 28 Januari 2019.
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 Wakil Walikota Batam menyampaikan pendapat terhadap Ranperda Penataan

dan Pelestarian Kampung Tua, dimana Walikota Batam pada prinsipnya

mendukung Ranperda Penataan dan Pelestarian Kampung Tua ditindaklanjuti

sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.

 Pendapat Walikota Batam akan menjadi bahan masukan bagi Fraksi-Fraksi

dalam memberikan tanggapan dan/atau jawaban terhadap  Ranperda Penataan

dan Pelestarian Kampung Tua yang telah diagendakan oleh Badan

Musyawarah pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019.

 Setelah agenda pertama selesai, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda

kedua yaitu Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Bea Gerbang atas

Jasa Pengelolaan Sampah.

 Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah, merupakan

Ranperda usul Pemerintah Kota Batam yang telah disampaikan oleh

Walikota Batam pada Rapat Paripurna ke-2 Masa Persidangan II Tahun

Sidang 2019 tanggal 28 Januari 2019 yang lalu.

 Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Bea Gerbang atas Jasa

Pengelolaan Sampah.

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : Bommen Hutagalung

 Interupsi – Udin P. Sihaloho, SH

Sebelum Pandangan Umum PDI-P dilanjutkan, saya sebagai

anggota Fraksi PDI-P menyampaikan bahwa Ranperda Bea Gerbang

atas Jasa Pengelolaan Sampah belum dilakukan pembahasan oleh

Fraksi, perlu diketahui Ranperda Bea Gerbang atas Jasa

Pengelolaan Sampah telah diajukan oleh Pemerintah Kota Batam

sebanyak 2 kali dan keduanya tidak disetujui, sehingga menurut saya

sebaiknya dilakukan Rapat Pimpinan sebelum dibawa dalam Rapat

Paripurna.

 Interupsi – Budi Mardianto, SH.,MH

Sebagai Sekretaris Fraksi PDI-P saya meminta agar Pandangan

Umum Fraksi PDI-P tetap dilanjutkan.

 Interupsi – H. Erizal T, SE.,MM

Menurut hemat saya, sebaiknya perlu diadakan Rapat Konsultasi/

Rapat Pimpinan untuk menghindari perdebatan pada Rapat

Paripurna.
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 Interupsi – Udin P. Sihaloho, SH

Apabila Rapat Paripurna ini tetap dilanjutkan, saya meminta untuk

dilakukan voting.

 Interupsi – Mhd. Jeffry Simanjuntak, SE.,MM

Rapat Paripurna hari ini telah sejalan dengan tahapan dan

mekanisme menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,

setelah Pemerintah Kota Batam menyampaikan penjelasan

Ranperda, mekanisme selanjutnya adalah Rapat Paripurna

Pandangan Umum Fraksi DPRD.

 Interupsi – Udin P. Sihaloho, SH

Saya dapat memahami masukan dari rekan-rekan, namun demikian

seharusnya dilakukan Rapat Pimpinan terlebih dahulu, khusus Fraksi

PDI-P diberi kesempatan untuk melaksanakan rapat internal, dan

Rapat Paripurna tetap dilanjutkan Pandangan Umum Fraksi lainnya.

 Interupsi – Muhamad Yunus, S.Pi

Menurut saya, pada tahapan ini tidak perlu ada Rapat Konsultasi, hal

ini sudah sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

 Interupsi – Nyanyang Haris Pratamura, SE.,M.Si

Saya meminta agar Rapat Paripurna tetap dilanjutkan, Fraksi PDI-P

diberi kesempatan untuk rapat internal.

 Bommen Hutagalung

Mencermati berbagai masukan dari rekan-rekan, saya meminta

kepada Pimpinan Rapat Paripurna untuk mengizinkan Pimpinan dan

Anggota Fraksi PDI-P untuk melaksanakan rapat internal di Fraksi,

silahkan Fraksi yang lain untuk menyampaikan pandangan umumnya

terlebih dahulu, terakhir Fraksi PDI-P akan melaporkan hasil rapat

internal Fraksi.

 Tanggapan – Nuryanto, SH.,MH

Rapat Paripurna telah sesuai dengan Tata tertib DPRD, sehingga

tetap dilanjutkan, namun demikian untuk Fraksi PDI-P dipersilahkan

melakukan rapat internal terlebih dahulu, perlu diketahui bahwa

Rapat Paripurna hari ini adalah ruangnya masing-masing Fraksi

untuk menyampaikan pandangan umumnya, menyetujui atau tidak

menyetujui menjadi kewenangan Fraksi.
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2. Fraksi Partai Golongan Karya : Ruslan Pasolle

Kesimpulan pandangan umum Fraksi Partai Golkar meminta untuk

dilakukan kajian yang komprehensif (laporan terlampir).

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : Nyanyang H.P, SE.,MSi

Kesimpulan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra menolak Ranperda

Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah (laporan terlampir).

4. Fraksi Partai Demokrat : H.Sumali,S.E.

Fraksi Partai Demokrat belum bisa menyampaikan pandangan

umumnya, sebaiknya dilanjutkan kepada Fraksi yang lain.

5. Fraksi Partai Amanat Nasional : Nono Hadi Siswanto

Kesimpulan pandangan umum Fraksi PAN menolak Ranperda Bea

Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah (laporan terlampir).

6. Fraksi Partai Nasional Demokrat : Amintas Tambunan

Kesimpulan pandangan umum Fraksi Partai Nasdem menyetujui

Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah ditindaklanjuti

pada tahapan berikutnya (laporan terlampir).

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : Rohaizat,ST.,MM.

Kesimpulan pandangan umum Fraksi PKS menyetujui Ranperda Bea

Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah ditindaklanjuti pada tahapan

berikutnya (laporan terlampir).

8. Fraksi Hati Nurani Bangsa : Mhd. Jeffry. S, SE.,MM

Kesimpulan pandangan umum Fraksi HNB menyetujui Ranperda Bea

Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah ditindaklanjuti pada tahapan

berikutnya (laporan terlampir).

9. Fraksi Persatuan Keadilan : H. Erizal T, SE.MM

Kesimpulan pandangan umum Fraksi PA menolak Ranperda Bea

Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah (laporan terlampir).

 Fraksi Partai Demokrat diwakili H. Sumali, SE menyampaikan bahwa Fraksinya

tidak setuju Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah

ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya.

 Fraksi PDI-P diwakili Bommen Hutagalung menyampaikan hasil rapat internal

Fraksi bahwa Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah telah 2

kali disampaikan oleh Pemerintah Kota Batam dan keduanya ditolak, karena

dinilai membebani APBD Kota Batam dalam kurun waktu yang relatif lama,

sehingga dengan pertimbangan tersebut Fraksi PDI-P menolak untuk

ditindaklanjuti pada tahapan berikutnya (laporan terlampir).
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 Pimpinan Rapat Paripurna membacakan rekapitulasi pandangan umum Fraksi,

5 Fraksi menolak, 3 Fraksi setuju dan 1 Fraksi perlu dilakukan kajian, dengan

demikian Rapat Paripurna menyetujui Ranperda Bea Gerbang atas Jasa

Pengelolaan Sampah dikembalikan kepada Pemerintah Kota Batam, dan

tahapan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan (ketukan palu 1 kali).

 Sebelum Rapat Paripurna berakhir, Pimpinan DPRD menyampaikan, bahwa

berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,

Kabupaten dan Kota, Juncto Pasal 42 ayat (2) Peraturan DPRD Kota Batam

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, dinyatakan agenda DPRD yang telah

ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat

Paripurna.

 Memperhatikan ketentuan diatas dan sesuai Surat Komisi III DPRD Nomor :

57/170/K-III/II/2019 tanggal 1 Februari 2019 perihal Perubahan Jadwal Kunker

Komisi III DPRD Kota Batam, dikarenakan waktu kunker bersamaan dengan

jadwal kunker Bapemperda DPRD, maka jadwal kunker Komisi III ke Kabupaten

Bintan yang semula tanggal 10 s/d 11 Februari 2019 diubah menjadi tanggal 17

s/d 18 Februari 2019.

 Rapat Paripurna menyetujui perubahan jadwal kunjungan kerja Komisi III DPRD

Kota Batam (ketukan palu 1 kali).

 Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat tepat pukul 16.03

WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali (pidato penutupan

terlampir).

III. KESIMPULAN

1. Wakil Walikota Batam telah menyampaikan pendapatnya terhadap Ranperda

Penataan dan Pelestarian Kampung Tua, pada prinsipnya Pemerintah Kota

Batam mendukung dan menyetujui Ranperda tersebut untuk ditindaklanjuti

pada tahapan berikutnya.

2. Masing-masing Fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum Fraksinya

terhadap Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan Sampah, 5 Fraksi

menolak, 3 Fraksi setuju dan 1 Fraksi perlu dilakukan kajian, dengan demikian

Rapat Paripurna menyetujui Ranperda Bea Gerbang atas Jasa Pengelolaan

Sampah dikembalikan kepada Pemerintah Kota Batam, dan tahapan

selanjutnya tidak dapat dilaksanakan.




